
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 25 Tahun 2020 tentang Road. Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap substansi/ materi muatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun
2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 439;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi
dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konret,
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang
ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional
grand design reformasi birokrasi yag disusun 5 (lima) tahun
sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi
birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5
(lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas;

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Maksud Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2020-2024 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam penyusunan rencana keija sesuai periode Road Map.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 agar pelaksanaan
program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah dapat lebih terarah dan selaras dengan
agenda Reformasi Birokrasi.



BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun
2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
c. analisis lingkungan strategis;
d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi

2020-2024;
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
f. penutup.

2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai
dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.

BAB III
ANGGARAN

Pasal 6

(1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Rencana Anggaran dalam Road Map Reformasi Birokrasi
menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 32), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal g 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal g 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 21


